
   

PANDANGAN UMUM   

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI NTT  

TERHADAP   

6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH    

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  

  

1. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur ;  

2. Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas 

Penjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur 

menjadi  PT. JAMKRIDA (PERSERODA) ;   

3. Perubahan Bentuk Hukum Perseroan terbatas 

Flobamora menjadi PT. Flobamora (PERSERODA) ;   

4. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

Flobamora (PERSERODA) ;    

5. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

JAMKRIDA (PERSERODA) ;   

6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

Kawasan Industri Bolok (PERSERODA).   

 Syalom,   

Salve,   

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,    

Om Swastiastu,    

Namo Buddhaya,   

Salam Kebajikan,    

Salam Sejahtera untuk kita semua   

   

  



  

Yang Terhormat    

Ibu Ketua dan para Wakil Ketua DPRD NTT   

Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi NTT   

Gubernur Nusa Tenggara Timur   

Plh.Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

beserta jajaran   

Insan Pers dan Hadirin yang Kami Hormati  

  

SALAM INDONESIA RAYA !   

        Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan 

yang Maha Esa,  Fraksi Partai GERINDRA mengajak kita 

semua untuk menaikkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas penyertaannya 

sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan agenda Pandangan 

Umum Fraksi terhadap pembahasan 6 (Enam) Rancangan 

Peraturan Daerah masing-masing:   

1. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur ;  

2. Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjamin 

Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT. 

JAMKRIDA (PERSERODA) ;   

3. Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamora 

menjadi PT. Flobamora (PERSERODA) ;   

4. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

Flobamora (PERSERODA) ;    

5. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

JAMKRIDA (PERSERODA) ;   



6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan 

Industri Bolok (PERSERODA).   

  

        Fraksi Partai Gerinda mengajak kita semua untuk 

bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan 

memperingati hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2025 

sebagai wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah 

mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia dan bagi kita generasi penerus terus 

melanjutkan perjuangan para Pahlawan.   

  

Pimpinan  DPRD, Gubernur dan Sidang Paripurna yang 

Terhormat.   

          Pandangan Umum Fraksi Partai GERINDRA ini, 

disampaikan dengan memperhatikan penjelasan Gubernur 

Nusa Tenggara Timur atas ke 6 (enam) Rancangan 

Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah. 

Selanjutnya Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa 

catatan, harapan dan dukungan sebagai berikut :   

  

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas upaya 

Pemerintah terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) ini, dimana Pemerintah menyadari bahwa dengan 

beperdoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan Perubahannya,  sebagai langkah 



strategis untuk melakukan penggabungan dan penyesuaian 

Birokrasi yang lebih ramping namun tetap memiliki fungsi 

pelayanan yang lebih tepat, cepat dan memberikan dampak 

kepada Masyarakat.  

     Fraksi Partai Gerindra berharap langkah yang diambil 

oleh Pemerintah untuk melakukan Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lingkup 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dikaji secara 

baik tentang rentang kendali koordinasi, penumpukan ASN 

dan PPPK, Sumberdaya Manusia yang ada pada perangkat 

daerah, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran pada 

Perangkat Daerah yang digabungkan yaitu Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan.  

Fraksi menyadari bahwa Pengabungan yang diajukan oleh 

Pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

serta Dinas Peternakan dengan pertimbangan bahwa Urusan 

Pemerintahan Bidang Pertanian adalah Urusan Pilihan yang 

wajib diselenggarakan oleh Daerah sedangkan Sektor 

Peternakan merupakan sub urusan Pemerintahan Bidang 

Pertanian. Fraksi Partai Gerindra berharap agar Uraian 

Tugas dari masing-masing bidang dapat dijabarkan secara 

baik karena Sektor Pertanian menjadi penopang utama 

dengan kontribusi sebesar 30,48 persen terhadap PDRB.  

  Terhadap penggabungan Badan Kepegawaian Daerah 

dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 



Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh atas 

langkah ini sehingga Pemerintah dapat melakukan 

perencanaan sumber daya aparatur sipil negara mulai dari 

proses penyusunan dan penetapan kebutuhan,  pendidikan 

dan pelatihan serta pembinaan dibawah kendali Pimpinan 

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi 

terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia.   

Fraksi juga berharap dengan Penggabungan kedua 

perangkat daerah ini  kinerja Bidang Kepegawaian dan 

Sumber Daya Manusia akan lebih baik.    

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Peubahan Bentuk 

Hukum Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah 

Nusa Tenggara Timur menajdi PT Jamkrida NTT 

(PERSERODA) dan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas 

Flobamora menjadi PT Flobamor (PERSERODA).  

         Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi langkah 

Pemerintah untuk mendorong Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) yaitu  PT Flobamora dan PT Jamkrida yang selama 

ini sebagai  Peseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas 

Perusahan Daerah (Perseroda) yang diharapkan dapat 

mengelola sumber daya ekonomi daerah dan meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.  

      Fraksi berharap dengan Perubahan Peseroan Terbatas 

menjadi Perseroan Terbatas Perusahan Daerah (Perseroda) 

dimana PERSERODA memiliki keleluasaan untuk mengelola 



usahanya secara mandiri, memperoleh modal, pengelolaan 

aset yang selama ini memiliki kebiasaan dan etos kerja 

sumber daya manusia yang terbatas,  menuntut penyesuaian 

besar dalam manajemen operasional, pengelolaan resiko, dan 

tata kelola perusahaan agar sesuai dengan standar 

Perseroda.  

   

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Daerah pada PT Flobamor 

(PERSERODA),  Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT 

JAMKRIDA NTT (PERSERODA),  Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah 

pada PT Kawasan Industri Bolok (PERSERODA)  

          Fraksi Partai Gerindra mencermati dengan baik terkait 

dengan penjelasan Pemerintah untuk merubah status PT 

Flobamora dan PT Jamkrida menjadi PERSERODA dengan 

pertimbangan bahwa (i) PT. Jamkrida telah memilik modal 

sebesar Rp.129.100.000.000 (seratus dua puluh Sembilan 

milyar seratus juta rupiah) atau telah mencapai 51% persen 

saham Pemerintah, (ii) PT. Flobamora telah memiliki modal  

sebesar Rp.37.015.000.000.000 (tiga puluh tujuh milyar lima 

belas juta rupiah) atau telah mencapai 51% persen saham 

pemerintah. Kondisi ini menurut Pandangan Fraksi Partai 

Gerindra bahwa apabila manajemen pengelolaan dengan baik, 

secara profesional, mengikuti peraturan perundang-



undangan dalam pengelolaan Perusahan sangat pasti akan 

memberikan keuntungan bagi daerah dengan memperkuat 

PAD melalui pos Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang 

dipisahkan. Pemerintah telah menentukan target dari pos ini 

namun apa yang terjadi alasan yang disampaikan bahwa 

target tidak tercapai dan bahkan tidak menyetor deviden bagi 

daerah.    

      Namun Fraksi Partai Gerindra  memberikan cacatan 

bahwa Penyertaan Modal dapat diberikaan apabila 

Gubernur sebagai pemilik saham harus melakukan penataan 

manajemen perusahaan dengan melakukan langkah-langkah 

strategis baik perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi 

dan peningkatan efisiensi operasional dan memasukan bahwa 

PERSERODA harus dikelola secara profesional, transparan 

dan akuntabel demi memberikan manfaat  maksimal bagi 

Daerah dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur. 

 Fraksi Partai Gerindra mengingatkan Gubernur sebagai 

pemegang saham pada ketiga PERSERODA tersebut untuk 

melakukan audit secara komprehensif dan menetapkan cor-

bisnisnya dan menetapkan personal yang memiliki 

kemampuan yang dapat diandalkan untuk membawa 

perubahan yang besar bagi ketiga PERSERODA yang akan 

mengalami penambahan penyertaan modal.   

 

  



4. Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Timur.  

Fraksi Gerindra mengapresiasi langah pemerintah 

terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang 

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD NTT. Fraksi Partai 

Gerindra mendukung langkah strategis ini sebagai bagian 

dari upaya memperkuat struktur permodalan PT. BPD NTT 

guna meningkatkan daya saing, kapasitas, dan perannya 

dalam mengelola keuangan daerah serta mendukung 

perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.  

Fraksi Gerindra menilai bahwa penyertaan modal ini 

merupakan langkah penting yang tidak hanya meningkatkan 

kesehatan finansial Bank, tetapi juga memperluas akses 

masyarakat terhadap layanan keuangan yang berkualitas. 

Fraksi mendukung langkah Pemerintah untuk penyertaan 

modal pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 

Timur dan melakukan perubahan Badan Hukum sesuai 

mekanisme dan peraturan perundang-undangan.  

   

    

Pimpinan  DPRD,  Gubernur  dan  Paripurna  yang  

Terhormat,   

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partaii GERINDRA 

terhadap ke 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah 

sebagaimana tersebut diatas. Dengan memohon lindungan 

dan penyertaan Tuhan Yang Maha Pengasih, Fraksi Partai 

GERINDRA menyatakan MENERIMA Rancangan Peraturan 

Daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  



Sekian dan Terima kasih.  

Tuhan memberkati kita sekalian  

Syalom,  

Salve,  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,   

Om santi santi santi om,   

Namo Buddhaya,  

Salam Kebajikan,   

Kupang, 13 November 2025  

 

FRAKSI PARTAI GERINDRA   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARERAH   

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  

  

              Ketua                               Sekretaris  

  

   

  

 Muhamad S.Pua Rake,ST  Bonifasius Burhanus, S.Sos  

 

 

Juru Bicara  

  

   

                           

       Stevanus Come Rihi 


